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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian 

telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas 

negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia; 

b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri 

Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial 

berskala besar; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 
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Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 
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9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 

diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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BAB II 

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

 

Bagian Kesatu 

Kriteria 

 

Pasal 2 

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, 

suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit 

meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke 

beberapa wilayah; dan 

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di 

wilayah atau negara lain.  

 

Bagian Kedua 

Permohonan Penetapan 

 

Pasal 3 

(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

di suatu wilayah berdasarkan permohonan 

gubernur/bupati/walikota. 

(2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu. 

(3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

(1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan 

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada 

Menteri harus disertai dengan data:  

a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;  

b. penyebaran kasus menurut waktu; dan 

c. kejadian transmisi lokal. 
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(2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai 

dengan kurva epidemiologi. 

(3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta 

penyebaran menurut waktu. 

(4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan 

epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan 

generasi kedua dan ketiga. 

(5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan 

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada 

Menteri juga menyampaikan informasi mengenai 

kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan 

hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, 

anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, 

dan aspek keamanan. 

 

Pasal 5 

Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu 

berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2. 

 

Pasal 6 

Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu 

pada Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

 

 

 


